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KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 900/05.1/2020

TENTANG
INOVASI JAGONG GAYENG BERSAMA SATLINMAS KUDUS
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik, dipandang perlu adanya ide-ide kreatif yang
dituangkan dalam bentuk inovasi pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kudus;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada
huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus
tentang inovasi pelayanan publik pada Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39):

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan
IImu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219):

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang
Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil
Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi
dan Lembaga  Pengelitian dan  Pengembangan
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4497);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Inonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 99);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang
Komite Inovasi Nasional,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
Peraturan bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi
Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 193);

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);

23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi pratama,
administrator dan pengawas pada Dinas Daerah
Kabupaten Kudus;

24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);

25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
Nomor 30);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018 — 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor218).

MEMUTUSKAN

JAGONG GAYENG sebagai sebuah inovasi pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kudus;

JAGONG GAYENG adalah inovasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kudus khususnya pada Seksi Pelindungan
Masyarakat bekerjasama dengan seluruh Pemerintah Desa
dan seluruh anggoita Satlinmas Desa se-Kabupaten Kudus;
Bentuk Inovasi JAGONG GAYENG adalah sebuah pola
pembinaan Satlinmas di Desa/Kelurahan dengan sistem
Jemput Bola dan dilaksanakan dalam suasana santai serta

interaktif;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa sesuatu akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 09 Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS

o=

DJATI SOLOCHAH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);

2. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kudus;

3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus.
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